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Abstrak. This study aims to analyze the impact of the transition from SAK ETAP to SAK EP on the 
presentation of financial statements and its tax implications, using a qualitative approach through case 
studies on three entities. The results showed that the transition significantly affected the recognition, 
classification and disclosure aspects of the financial statements, especially in revenue, allowance for losses 
on receivables, fixed assets and post-employment benefits. This difference in accounting treatment creates 
the need for fiscal reconciliation and the potential for deferred tax. The research also revealed various 
implementation challenges such as low accounting literacy, limited historical data, and lack of adequate 
human resources. As an adaptation effort, entities make policy adjustments through internal training, 
continuous evaluation, and strengthening coordination with tax and accounting authorities.  
Keywords: SAK EP, SAK ETAP, financial statement conversion, taxation, fiscal reconciliation.  
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transisi dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap 
penyajian laporan keuangan dan implikasi perpajakannya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
melalui studi kasus pada tiga entitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi tersebut memengaruhi 
secara signifikan aspek pengakuan, klasifikasi, dan pengungkapan laporan keuangan, terutama pada 
pendapatan, cadangan kerugian piutang, aset tetap, dan imbalan pascakerja. Perbedaan perlakuan akuntansi 
ini menimbulkan kebutuhan akan rekonsiliasi fiskal serta potensi munculnya pajak tangguhan. Penelitian 
juga mengungkap berbagai tantangan implementasi seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan data 
historis, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Sebagai upaya adaptasi, entitas melakukan 
penyesuaian kebijakan melalui pelatihan internal, evaluasi berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi 
dengan otoritas perpajakan dan akuntansi. 
Kata Kunci: SAK EP, SAK ETAP, konversi laporan keuangan, perpajakan, rekonsiliasi fiskal. 
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong perlunya standar akuntansi yang 
lebih relevan dan andal untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. 
Menanggapi hal ini, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada 30 Juni 2021 
sebagai pengganti SAK ETAP, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dengan penerapan 
dini sejak 1 januari 2022. SAK EP lebih selaras dengan standar internasional (IFRS) untuk entitas 
kecil dan menengah, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui 
pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi yang lebih tepat (IAI, 2022). SAK EP disusun 
untuk mengatasi keterbatasan SAK ETAP yang dinilai terlalu sederhana, serta memberikan 
fleksibilitas lebih besar bagi entitas privat yang memerlukan kebijakan akuntansi sesuai dengan 
dinamika bisnis dan kebutuhan pertumbuhan jangka Panjang (Aprilia, 2025). 

Pembaharuan Standar Akuntansi di Indonesia, khususnya transisi dari SAK ETAP ke 
SAK EP, menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan akurasi 
laporan keuangan. Beberapa hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan 
keuangan, kompleksitas IFRS yang sulit diterapkan oleh UMKM, serta tantangan mengenai 
kepatuhan Gusneli et al. (2023). Perubahan standar ini membawa implikasi signifikan, seperti 
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pergeseran dari penggunaan nilai historis ke nilai wajar pada aset dan liabilitas, yang berdampak 
langsung pada penyajian laporan keuangan dan laba yang dilaporkan. Selain itu, terdapat 
penyesuaian dalam pengakuan pendapatan, beban, investasi, serta penyusunan laporan arus kas 
dan perubahan ekuitas. Perbedaan dalam metode pengukuran antara standar lama dan baru juga 
berpotensi menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang digunakan dalam 
perhitungan pajak penghasilan (Maulana et al., 2023). 

Sistem perpajakan di Indonesia mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 
sementara laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari IAI. 
Meskipun keduanya memiliki tujuan berbeda, perubahan dalam standar akuntansi kerap 
memengaruhi dasar perhitungan pajak, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk 
menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan aturan perpajakan. Perubahan 
SAK juga berdampak pada strategi perencanaan pajak perusahaan, sehingga pemahaman 
mendalam tentang implikasi akuntansi terhadap perpajakan sangat penting bagi akuntan dan 
wajib pajak.  

Pada tahun 2024, penerimaan negara Indonesia mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% 
dari target APBN, hal ini menunjukkanadanya kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 2,1% 
dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 
triliun (100,5% dari target), PNBP sebesar Rp579,5 triliun (117%), dan penerimaan kepabeanan 
dan cukai sebesar Rp300,2 triliun (101,3%) (Kementrian Keuangan, 2025).. Di sisi lain, tingkat 
kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan tren peningkatan. Dari total 19,2 juta wajib pajak, 
sebanyak 73,61% atau sekitar 14,2 juta telah melaporkan SPT Tahunan hingga Mei 2024. 
Peningkatan ini didorong oleh digitalisasi layanan perpajakan, kemudahan pelaporan melalui e-
Filing, serta sosialisasi aktif dari DJP. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman 
prosedur perpajakan, kompleksitas regulasi, dan kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak 
individu dan badan usaha, yang masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan kepatuhan 
secara menyeluruh (Heriani, 2024). 

Ketidaksiapan dalam menghadapi transisi dari SAK ETAP ke SAK EP dapat 
menimbulkan konsekuensi serius, seperti kesalahan dalam pelaporan keuangan dan 
ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan, yang berpotensi menyebabkan sanksi atau beban 
pajak tambahan bagi perusahaan. Haliza (2023) menyoroti jika rendahnya pemahaman dan 
kesiapan para pengelola UMKM berdampak negatif terhadap implementasi SAK-EMKM, 
sehingga laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi ini 
mencerminkan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait perubahan standar akuntansi dan 
dampaknya terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan wawasan kepada entitas privat maupun pemangku kepentingan lainnya dalam 
mengelola implikasi transisi standar akuntansi serta memberikan rekomendasi kebijakan guna 
mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis Dampak Transisi SAK ETAP ke SAK EP 
terhadap Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Perpajakan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai 
metode utama dan fenomenologi sebagai metode pendukung. Studi kasus dipilih untuk menggali 
secara mendalam transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada laporan keuangan entitas privat 
beserta implikasi perpajakannya melalui analisis data nyata. Sementara itu, pendekatan 
fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman, makna, dan pengalaman para 
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praktisi serta akademisi dalam menghadapi perubahan standar akuntansi tersebut. Dalam 
penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tiga laporan keuangan yang telah diaudit 
milik tiga klien berbeda dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan (JSR), yang 
berlokasi di Jalan Cipunagara No. 14, Bandung, Jawa Barat. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Identifikasi Langkah Konversi Pos Kritis 
Instrumen Keuangan (Bab 11 & 12 SAK EP) 
a. Piutang Usaha / Piutang Berelasi / Piutang Karyawan 

Berdasarkan SAK EP Bab 11 paragraf 11.20–11.24, entitas diwajibkan 
mengevaluasi aset keuangan, termasuk piutang, untuk menilai potensi penurunan nilai. Jika 
terdapat indikasi, entitas harus mengestimasi arus kas masa depan dan mendiskontokannya 
dengan suku bunga efektif guna menentukan jumlah kerugian yang harus diakui. Meskipun 
tidak secara eksplisit menyebut istilah expected credit loss (ECL), pendekatan ini 
mencerminkan prinsip konservatif dalam mengantisipasi risiko gagal bayar. Hal ini berbeda 
dengan SAK ETAP yang hanya mengakui cadangan kerugian saat piutang sudah jelas tidak 
tertagih dan mengukurnya berdasarkan nilai nominal.  

Berdasarkan laporan keuangan PT A tahun 2024, tercatat sejumlah piutang yang 
terdiri dari piutang karyawan sebesar Rp295.068.634, piutang pihak ketiga sebesar 
Rp484.782.839, serta piutang berelasi sebesar Rp9.587.860.517, termasuk di dalamnya 
piutang modal sebesar Rp3.000.000.000. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga dan 
sebagian tidak memiliki jadwal pelunasan tetap. Sesuai ketentuan SAK EP, piutang usaha 
wajib dianalisis berdasarkan umur piutang (aging schedule) dan dikenakan model expected 
credit loss (ECL). Jika terdapat piutang yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, entitas harus 
mengestimasi kemungkinan gagal bayar dan membentuk cadangan kerugian. Sementara itu, 
piutang dari pemegang saham yang bersifat jangka panjang dan tanpa bunga harus didiskonto 
ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto wajar, seperti suku bunga pasar antara 8–10%, 
agar mencerminkan nilai ekonomi yang realistis dalam laporan keuangan. Model ECL 
dirumuskan sebagai berikut: 
ECL = Saldo piutang x Persentase Kerugian Historis  

Pengakuan cadangan expected credit loss (ECL) dalam SAK EP mengurangi nilai 
tercatat piutang di neraca dan menambah beban penurunan nilai pada laporan laba rugi, 
sehingga mencerminkan risiko kredit secara lebih realistis. Selain itu, penerapan diskonto 
atas piutang berelasi, seperti piutang dari pemegang saham, berdampak pada penurunan laba 
ditahan awal dan pengakuan pendapatan bunga secara periodik di tahun-tahun berikutnya. 
Langkah ini meningkatkan kualitas pengukuran aset keuangan dan memperkuat prinsip 
konservatisme dalam pelaporan keuangan. SAK EP juga mewajibkan pengukuran piutang 
dari pemegang saham berdasarkan nilai kini dengan suku bunga wajar. Dalam kasus PT A, 
piutang sebesar Rp3.000.000.000 dari pemegang saham harus didiskonto menggunakan 
tingkat diskonto wajar sebesar 8% dengan jangka waktu 3 tahun, agar nilai piutang yang 
dilaporkan mencerminkan estimasi nilai ekonomis yang sebenarnya, berikut adalah 
perhitungan Nilai Kini: 

Nilai Kini (PV) =
ଷ.଴଴଴.଴଴଴.଴଴଴

(ଵା଴.଴଼)³
=

ଷ.଴଴଴.଴଴଴.଴଴଴

ଵ,ଶହଽ଻
≈ Rp2.381.500.000 

Karena sebelumnya piutang dari pemegang saham dicatat sebesar Rp3.000.000.000, 
selisihnya adalah: 
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Selisih Diskonto = 3.000.000.000 - 2.381.500.000 = 618.500.000 
Setelah nilai diskonto piutang pemegang saham diketahui (contoh: Rp618.500.000), 

berikut adalah jurnal penyesuaian awal tahun pada tanggal transisi: 
Tabel 1 Jurnal Konversi 3 

Nama Akun Debit Kredit 
Laba ditahan Rp618.500.000  
     Piutang Pemegang Saham  Rp618.500.000 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025 
Setelah diketahui nilai diskontonya, maka dapat dihitung pendapatan bunga setiap 

tahunnya sebagai berikut: 
Tabel 2 Contoh Perhitungan Pendapatan Bunga 

Tahun Nilai Buku Awal Pendapatan Bunga  Nilai Buku Kahir 
 (1) (2) = (1) * 8% (1 + 2) 

1 Rp 2.381.500.000  Rp     190.520.000  Rp 2.572.020.000 
2 Rp 2.572.020.000  Rp     205.761.600  Rp 2.777.781.600  
3 Rp 2.777.781.600  Rp     222.218.400  Rp 3.000.000.000  

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025 
Maka, perusahaan tiap tahunnya akan mengakui pendapatan seperti yang sudah 

diperhitungkan. Berikut adalah jurnal pengakuan pendapatan bunga pada tahun pertama: 
Tabel 3 Jurnal Konversi 4 

Nama Akun Debit Kredit 
Piutang Pemegang Saham Rp190.520.000  
     Pendapatan Bunga dari Piutang  Rp190.520.000 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025 
b. Utang Bank / Utang Leasing / Utang Obligasi 

Di bawah SAK EP, utang jangka panjang seperti pinjaman bank dan kewajiban 
leasing harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan diskonto 
dan biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate). Ini 
berbeda dengan praktik dalam SAK ETAP, yang umumnya hanya mencatat utang 
berdasarkan nilai nominal atau sisa pembayaran tanpa mempertimbangkan amortisasi. Pada 
tahun 2024, PT A melaporkan utang leasing kendaraan sebesar Rp715.114.114 dan utang 
bank lebih dari Rp1 miliar, namun hanya disajikan berdasarkan sisa angsuran tanpa 
menyertakan informasi tentang suku bunga efektif atau jadwal amortisasi. Sesuai ketentuan 
SAK EP, perusahaan perlu menghitung kembali nilai kini dari utang tersebut menggunakan 
tingkat bunga implisit dalam kontrak atau suku bunga pinjaman inkremental. Selisih antara 
nilai kini dengan nilai tercatat sebelumnya harus diakui sebagai penyesuaian terhadap saldo 
laba ditahan awal. Dengan asumsi nilai utang bank awal tahun Rp1.500.000.000, tingkat 
diskonto (EIR) 7% per tahun, suku bunga 5%, dan dalam jangka waktu 3 tahun 

Investasi pada Entitas Asosiasi (Bab 14 SAK EP) 
Berdasarkan laporan keuangan PT C tahun 2024, perusahaan memiliki penyertaan saham 

sebesar 0,15% pada PT Z (BUMD) dengan nilai tercatat Rp1.550.000.000, yang diklasifikasikan 
sebagai investasi jangka panjang dan dicatat berdasarkan biaya historis sesuai dengan SAK 
ETAP. Namun, di bawah SAK EP, kepemilikan sebesar 0,15% tidak memenuhi kriteria pengaruh 
signifikan maupun klasifikasi sebagai entitas asosiasi, karena tidak ada bukti keterlibatan PT C 
dalam kebijakan keuangan atau operasional PT Z. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan SAK 
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EP Bab 11 tentang instrumen keuangan dasar, investasi tersebut seharusnya diukur menggunakan 
metode biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar jika tersedia, bukan sekadar berdasarkan 
biaya historis.  

Dalam asumsi penelitian ini, PT C memiliki 30% kepemilikan saham di PT Y tanpa 
pengendalian penuh maupun bersama, namun terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan 
rapat direksi. Berdasarkan karakteristik tersebut, hubungan antara PT C dan PT Y memenuhi 
kriteria sebagai entitas asosiasi sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 14 Paragraf 14.2. Dalam 
konteks ini, SAK EP mewajibkan penggunaan metode ekuitas untuk pencatatan investasi pada 
entitas asosiasi.  
Investasi pada Ventura Bersama (Bab 15 SAK EP) 

PT A memiliki kerja sama usaha dalam bentuk kepemilikan dan pengelolaan restoran 
melalui perjanjian bagi hasil, yang menunjukkan adanya pengendalian bersama antara dua pihak 
atau lebih. Keputusan strategis, seperti pengeluaran, pengelolaan operasional, dan distribusi laba, 
hanya dapat diambil melalui kesepakatan bersama. Struktur ini sesuai dengan definisi ventura 
bersama sebagaimana dijelaskan dalam SAK EP Bab 15 paragraf 15.2, yaitu pengaturan formal 
di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. 
Dengan demikian, kerja sama usaha PT A termasuk dalam kategori ventura bersama dan harus 
diakui serta diungkapkan sesuai ketentuan akuntansi ventura bersama dalam SAK EP. 

Berbeda dengan pendekatan di SAK ETAP yang lebih sederhana, SAK EP menambahkan 
dua tanggung jawab penting yang harus dipenuhi setiap akhir periode pelaporan: 
a. Uji Penurunan Nilai Tahunan (Impairment Test)  

SAK EP Bab 14 & 15 menyatakan bahwa entitas harus: 
“Melakukan evaluasi apakah terdapat indikasi bahwa nilai tercatat investasi mengalami 
penurunan nilai.” 
Jika ada indikasi seperti: 
a) Entitas asosiasi / ventura bersama mengalami kerugian signifikan 
b) Nilai pasar turun drastis 
c) Ada perubahan ekonomi merugikan 

Maka entitas wajib menghitung nilai terpulihkan (recoverable amount) dan 
membandingkannya dengan nilai tercatat investasi. Selisihnya, jika negatif, diakui sebagai 
rugi penurunan nilai.  

b. Pengungkapan Rekonsiliasi Laba dan OCI 
SAK EP juga meminta tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu 
dalam SAK EP Bab 15 Paragraf 15.3 
"Entitas venturer mengakui bagian atas laba atau rugi dari ventura bersama dan 
menyesuaikan nilai investasinya sesuai dengan perubahan tersebut." 
Sehingga perusahaan harus merekonsiliasi antara bagian laba (atau rugi) entitas terhadap 
investasi tersebut dan laporan keuangan entitas investee. Khususnya: 
a) Bagian dari laba rugi 
b) Bagian dari penghasilan komprehensif lain (OCI) jika ada 
c) Dividen yang diterima 
d) Perubahan nilai investasi akibat penyesuaian ekuitas lain 

Aset Tetap (Bab 17 SAK EP) 
Dalam proses konversi laporan keuangan PT B dari SAK ETAP ke SAK EP, aset tetap 

berupa kendaraan operasional menunjukkan perlunya evaluasi ulang berdasarkan prinsip 
pengujian penurunan nilai. Nilai buku kendaraan yang tersisa sebesar Rp13,45 miliar 
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dibandingkan dengan akumulasi penyusutan yang jauh lebih besar, yakni Rp91,19 miliar, 
mengindikasikan bahwa kendaraan telah habis disusutkan namun masih digunakan, yang 
menandakan estimasi masa manfaat sebelumnya kemungkinan tidak akurat atau belum 
mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Sesuai SAK EP Bab 27, kondisi ini mewajibkan 
entitas untuk menguji nilai terpulihkan, yakni nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya 
penjualan dan nilai pakai. Jika nilai terpulihkan lebih rendah dari nilai buku, maka kerugian 
penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi atau disesuaikan terhadap saldo laba ditahan 
saat transisi. Jurnal penyesuaian pada tanggal transisi dalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Jurnal Konversi 10 
Nama Akun Debit Kredit 

Laba Ditahan Rpxxx  
     Akumulasi Penurunan Nilai Kendaraan  Rpxxx 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025 
Pendapatan (Bab 23 SAK EP) 

SAK EP Paragraf 23.5 mengubah pendekatan pengakuan pendapatan dari kontrak jasa 
atau konstruksi, yang kini harus mengikuti model lima langkah, bukan lagi sekadar berdasarkan 
estimasi penyelesaian. Model ini menuntut entitas untuk mengidentifikasi kontrak dengan 
pelanggan, memisahkan kewajiban kinerja, mengalokasikan harga transaksi, dan hanya mengakui 
pendapatan saat kewajiban tersebut terpenuhi. Perubahan ini berdampak signifikan bagi PT C, 
yang sebelumnya menggunakan metode persentase penyelesaian secara umum dalam mencatat 
pendapatannya.  

Dalam SAK EP Bab 23, langkah kedua dalam model pengakuan pendapatan menekankan 
pentingnya identifikasi kewajiban kinerja multipel dalam kontrak jasa, seperti yang ditemukan 
pada kontrak PT B yang mencakup angkutan, bongkar muat, penyimpanan barang, dan biaya 
tambahan seperti surcharge. Standar ini mengharuskan entitas menganalisis setiap kontrak untuk 
memisahkan komponen jasa yang dapat berdiri sendiri secara ekonomis atau dipenuhi secara 
terpisah. Tujuannya adalah agar pengakuan pendapatan dilakukan secara akurat dan sesuai 
dengan penyelesaian masing-masing layanan, bukan secara agregat seperti yang lazim diterapkan 
dalam SAK ETAP.  
Imbalan Pascakerja (Bab 28 SAK EP) 

Konversi dari SAK ETAP ke SAK EP membawa perubahan signifikan dalam pengakuan 
dan pengukuran kewajiban imbalan pascakerja. Jika sebelumnya pengakuan kewajiban ini 
bersifat opsional di bawah SAK ETAP, maka SAK EP mewajibkan seluruh entitas untuk 
mengakui kewajiban tersebut secara sistematis sesuai Bab 28. Kewajiban ini mencakup imbalan 
manfaat pasti maupun pesangon, dan harus dihitung menggunakan metode aktuaria atau 
pendekatan penyederhanaan yang wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan estimasi 
kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal transisi dan menyusun jurnal penyesuaian yang 
relevan, guna mencerminkan dampak keuangan sesuai standar baru yang berlaku. Dalam menilai 
imbalan pascakerja, terdapat 2 metode yakni meminta estimasi kepada aktuaria independen atau 
menghitung secara mandiri menggunakan metode sederhana sebagai berikut: 

Imbalan Pascakerja = gaji terakhir x masa kerja (bulan) x PV faktor 
PV faktor = 1 / (1+r)^n , dimana r = tingkat diskonto dan n = sisa tahun sampai pensiun. 

Metode ini diizinkan secara eksplisit dalam IFRS for SMEs (yang menjadi dasar SAK 
EP). Menurut SAK EP Bab 28.14, “Entitas dapat menggunakan estimasi dan metode 
penyederhanaan lainnya, selama hasilnya mendekati kewajiban manfaat pasti sebenarnya secara 
wajar”. 
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Perbandingan dengan Laporan Original PT A 2024 
a. Dampak terhadap Aset 

Nilai total aset perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp642.701.668, dari 
semula Rp63.845.654.531 di bawah SAK ETAP menjadi Rp63.202.952.863 setelah konversi 
ke SAK EP. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pertama, Pengakuan cadangan kerugian 
piutang lain-lain (ECL) sebesar Rp600.368.300, yang mengurangi nilai bersih aset lancar. 
Kedua, Penyesuaian nilai investasi Café Bandung (ventura bersama) sebesar Rp42.333.368, 
sebagai akibat dari pengujian penurunan nilai atas investasi yang dilakukan sesuai prinsip 
SAK EP. 

a. Dampak terhadap Kewajiban 
Total kewajiban juga mengalami kenaikan dari Rp37.435.975.737 menjadi 

Rp37.725.975.737, naik sebesar Rp290.000.000. Kenaikan ini murni berasal dari pengakuan 
kewajiban imbalan pascakerja sebesar Rp290 juta yang sebelumnya tidak diakui dalam 
sistem ETAP. 

b. Dampak terhadap Ekuitas 
Penyesuaian pada ekuitas juga cukup signifikan. Laba ditahan menurun sebesar 

Rp902.701.668, dari Rp15.254.677.497 menjadi Rp14.351.975.830, karena akumulasi 
penyesuaian awal tahun terhadap akun-akun seperti: 
a) Cadangan kerugian piutang (ECL), 
b) Penurunan nilai investasi, 
c) Pengakuan liabilitas imbalan pascakerja. 

Sementara itu, laba tahun berjalan mengalami penurunan dari Rp3.280.001.296 
menjadi Rp3.250.001.296, menunjukkan selisih negatif sebesar Rp30.000.000. Penurunan 
laba ini merupakan hasil dari: 
a) Pengakuan bagian laba ventura bersama sebesar Rp25.000.000, 
b) Penyesuaian pendapatan yang lebih akurat berdasarkan kewajiban kinerja, 
c) Pengakuan beban imbalan pascakerja dan kerugian piutang yang telah diimbangi 

dengan peningkatan penghasilan lain-lain. 
Perbandingan dengan Laporan Original PT B 2023 

Setelah menerapkan transisi ke SAK EP secara prospektif pada awal tahun 2023, PT B 
melakukan penyesuaian tahun berjalan yang mencerminkan penerapan prinsip pengakuan dan 
pengukuran baru. Adapun penyesuaian ini berdampak signifikan terhadap struktur laporan 
keuangan 31 Desember 2023, terutama pada aspek aset, liabilitas, ekuitas, dan laba rugi. 
a. Dampak terhadap Aset 

Terdapat penurunan aset akibat pembentukan cadangan kerugian piutang (ECL) sebesar 
Rp40 juta, yang mengurangi nilai tercatat piutang usaha. Penurunan juga berasal dari 
penurunan nilai aset tetap (impairment) sebesar Rp30 juta terhadap kendaraan operasional 
yang masih digunakan namun sebelumnya tidak mencerminkan nilai ekonomis sebenarnya. 

b. Dampak terhadap Liabilitas 
Liabilitas meningkat karena pencatatan biaya imbalan pascakerja tahun berjalan sebesar 
Rp50 juta, yang sebelumnya tidak dibentuk secara sistematis. Selain itu, terdapat 
penambahan amortisasi diskonto utang non-bunga kepada pemegang saham sebesar Rp22,5 
juta, yang mencerminkan beban keuangan riil yang tersembunyi pada akuntansi SAK ETAP. 

c. Dampak terhadap Ekuitas 
Secara keseluruhan, ekuitas perusahaan menurun sebagai akibat dari beban-beban baru yang 
diakui secara komersial namun tidak dicatat sebelumnya, seperti beban imbalan kerja, 
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penurunan nilai aset, dan penyesuaian pendapatan. Penurunan ini mencerminkan 
konservatisme yang lebih tinggi sesuai prinsip SAK EP. 

d. Dampak terhadap Laba Rugi 
Laba tahun berjalan naik secara signifikan karena beberapa hal: 
a) Pengakuan beban imbalan pascakerja sebesar Rp50 juta. 
b) Penundaan pengakuan pendapatan sebesar Rp125 juta yang sebelumnya langsung 

diakui. 
c) Pengakuan kembali pendapatan yang tadinya ditangguhkan sebesar Rp600 juta. 
d) Cadangan ECL sebesar Rp40 juta. 
e) Beban amortisasi diskonto atas pinjaman pemegang saham sebesar Rp22,5 juta. 
f) Beban impairment aset tetap sebesar Rp30 juta. 

Perbandingan dengan Laporan Original PT C 2024 
a. Dampak terhadap Aset 

Total aset menurun sebesar Rp750.000.000 yang disebabkan oleh: 
a) Pengakuan cadangan kerugian piutang usaha (ECL) sebesar Rp305 juta, yang 

mengurangi nilai piutang. 
b) Penurunan nilai penyertaan saham sebesar Rp175 juta dan aset tetap sebesar Rp100 juta 

karena pengujian nilai terpulihkan. 
c) Kenaikan akumulasi penyusutan sebesar Rp170 juta akibat penyesuaian masa manfaat 

dan metode depresiasi. 
b. Dampak terhadap Liabilitas 

Total liabilitas meningkat sebesar Rp350.000.000. Kenaikan ini seluruhnya berasal dari 
pengakuan liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp250 juta, serta penyesuaian utang bank 
berdasarkan pengukuran biaya perolehan diamortisasi (Rp100 juta). 

c. Dampak terhadap Ekuitas 
Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp1.100.000.000. Penurunan ini terutama 
berasal dari: 
a) Koreksi awal tahun yang membebani laba ditahan sebesar Rp1.065.000.000. 
b) Penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp35.000.000 akibat beban tambahan selama 

tahun berjalan. 
d. Dampak terhadap Laba Rugi 

Terdapat penyesuaian yang memengaruhi laba rugi tahun berjalan, dengan dampak bersih 
berupa penurunan laba sebesar Rp35.000.000. Penyesuaian tersebut berasal dari: 
a) Beban baru seperti beban penurunan nilai piutang (Rp30 juta) dan beban imbalan 

pascakerja (Rp50 juta). 
b) Kenaikan biaya administrasi dan non-operasional lainnya. 
c) Namun, peningkatan pendapatan non-operasional sebesar Rp75 juta sebagian menutupi 

dampak tersebut. 
Perubahan pengakuan pendapatan, aset, dan liabilitas yang berdampak pada pajak 
a. Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Ditangguhkan 

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada laporan keuangan PT B memunculkan 
penyesuaian signifikan terkait perlakuan pendapatan, terutama pendapatan diterima di muka. 
SAK EP Bab 23 mewajibkan pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban 
kinerja melalui model lima langkah, sehingga sebagian pendapatan yang sebelumnya telah 
diakui harus ditangguhkan. Pada tanggal transisi, PT B mereklasifikasi Rp600 juta dari saldo 
laba ditahan ke pendapatan diterima di muka, karena layanan terkait belum sepenuhnya 
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diselesaikan. Secara fiskal, ini menimbulkan perbedaan temporer karena pendapatan tersebut 
sudah menjadi objek pajak di tahun sebelumnya dan perlu dikoreksi dengan rekonsiliasi 
fiskal negatif agar tidak terjadi pajak ganda. Selain itu, pada tahun berjalan, terdapat 
penyesuaian tambahan sebesar Rp125 juta yang juga direklasifikasi ke pendapatan diterima 
di muka karena kewajiban kinerja belum terpenuhi, meskipun secara fiskal tetap dikenai 
pajak karena telah ditagihkan. Hal Ini menciptakan rekonsiliasi fiskal positif yang akan 
berbalik di periode mendatang.  

b. Cadangan Kerugian Piutang/Expected Credit Loss (ECL) 
Dalam proses konversi ke SAK EP, PT A, PT B, dan PT C mulai mengakui kerugian 
penurunan nilai piutang menggunakan pendekatan Expected Credit Loss (ECL) sesuai SAK 
EP Bab 11. Hal ini mengharuskan pembentukan Cadangan Kerugian Piutang secara 
komersial, meskipun kerugian belum benar-benar terjadi. Namun, menurut ketentuan 
perpajakan di Indonesia, cadangan seperti ini tidak diakui sebagai pengurang penghasilan 
bruto, kecuali untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi persyaratan 
Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. Akibatnya, beban ECL yang diakui secara akuntansi 
menjadi biaya non-deductible secara fiskal, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal 
positif. Misalnya, pada PT C, penyesuaian ECL sebesar Rp275 juta di awal tahun dan beban 
penurunan nilai Rp30 juta selama tahun berjalan akan dikoreksi secara permanen dalam 
rekonsiliasi fiskal. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku untuk lembaga 
keuangan tertentu seperti bank, perusahaan leasing, dan anjak piutang, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh. 

c. Imbalan Pascakerja 
SAK EP Bab 28 mengharuskan pengakuan kewajiban imbalan pascakerja meskipun belum 
direalisasikan pembayarannya, sehingga PT A, PT B, dan PT C melakukan pencatatan 
estimasi liabilitas dan beban imbalan kerja baik di awal maupun sepanjang tahun berjalan. 
Namun, dari sisi perpajakan, beban ini hanya dapat diakui secara fiskal apabila telah 
dibayarkan langsung kepada pegawai atau disisihkan ke dalam dana pensiun yang disahkan 
oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, beban imbalan kerja yang hanya diakui secara 
akuntansi, tanpa realisasi pembayaran atau penyisihan formal, tidak dapat dijadikan 
pengurang penghasilan bruto dan harus dilakukan rekonsiliasi fiskal positif atas jumlah 
tersebut. 

d. Penurunan Nilai Aset  
Dalam standar akuntansi, beban penurunan nilai (impairment) diakui ketika nilai tercatat 
suatu aset melebihi nilai terpulihkannya, sebagai cerminan berkurangnya manfaat ekonomi 
masa depan dari aset tersebut. Namun, secara perpajakan, beban ini tidak dapat serta-merta 
diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena bersifat estimatif dan tidak 
mencerminkan pengeluaran riil. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan, 
hanya biaya yang benar-benar dikeluarkan dan terkait langsung dengan kegiatan usaha yang 
dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, beban impairment yang diakui dalam 
laporan komersial menurut SAK EP harus dikoreksi secara fiskal melalui rekonsiliasi positif 
agar penghitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Liabilitas Pinjaman – Suku bunga Efektif/Effective Interest Rate 
SAK EP mensyaratkan pengukuran awal liabilitas keuangan menggunakan metode biaya 
perolehan diamortisasi dengan suku bunga efektif, yang menyebabkan adanya selisih antara 
nilai nominal dan nilai kini pinjaman yang diakui sebagai diskonto. Selisih ini kemudian 
diamortisasi sebagai beban bunga selama umur pinjaman. Meskipun secara akuntansi beban 
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bunga tersebut diakui, dalam perpajakan hanya beban bunga yang benar-benar dibayarkan 
sesuai kontrak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh. Oleh karena itu, amortisasi diskonto yang menambah beban 
bunga secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal perlu dilakukan koreksi fiskal positif 
dalam rekonsiliasi agar penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Investasi pada Entitas Lain 
Dalam laporan keuangan berbasis SAK EP, penggunaan metode ekuitas untuk mencatat 
investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama memiliki implikasi penting terhadap 
perpajakan. Meskipun bagian laba dari investee diakui secara proporsional dalam laporan 
keuangan, laba tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak karena belum 
direalisasi secara kas. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal negatif atas laba 
tersebut. Sebaliknya, dividen yang diterima tidak dicatat dalam laba rugi, melainkan 
mengurangi nilai investasi di neraca, sehingga tidak memengaruhi laba komersial maupun 
fiskal. Hal ini berbeda dengan metode biaya historis, di mana dividen yang diterima langsung 
diakui sebagai pendapatan dan dikenakan pajak. 

Tantangan dan Strategi Implementasi SAK EP 
Temuan dari wawancara: tantangan teknis, sumber daya, pemahaman, dan biaya. 
1. Tantangan Teknis 

Perubahan ini tidak hanya menyangkut format laporan, tetapi juga mencakup pergeseran 
mendasar dalam prinsip akuntansi, seperti peralihan dari cash basis ke accrual basis, 
penerapan pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan kerugian piutang 
(CKPN), imbalan pascakerja, serta pajak tangguhan. Praktisi seperti auditor dan akademisi 
menekankan bahwa banyak konsep dalam SAK EP masih asing bagi pelaku UMKM maupun 
staf akuntansi mereka, sehingga diperlukan pemahaman mendalam dan pelatihan teknis yang 
memadai. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi SAK EP tidak sekadar 
administratif, tetapi menyentuh aspek fundamental dalam pelaporan keuangan yang 
menuntut adaptasi dan kompetensi baru. 

2. Tantangan Sumber Daya Manusia 
keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya staf akuntansi yang belum 
sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntansi baru. Transisi ini bukan hanya persoalan 
kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kesiapan individu yang menjalankan fungsi 
pencatatan dan pelaporan keuangan. Praktisi dan akademisi menggarisbawahi bahwa 
kurangnya literasi dan keahlian teknis dapat menyebabkan kesalahan dalam penyajian 
laporan, meningkatkan risiko audit, hingga memicu sanksi regulasi. Bahkan di lembaga yang 
diawasi seperti BPR, masih banyak tenaga akuntansi yang belum kompeten menghadapi 
perubahan ini.  

3. Tantangan Pemahaman terhadap Standar 
SAK EP menuntut perubahan paradigma dalam pengakuan dan pengukuran, yang lebih 
kompleks dan prinsipil dibandingkan SAK ETAP. Banyak entitas belum siap menghadapi 
perubahan ini karena SAK EP tidak hanya berdampak pada cara penyusunan laporan 
keuangan, tetapi juga mengubah proses bisnis secara menyeluruh. Pemilik dan staf akuntansi 
UMKM sering kali belum familiar dengan konsep-konsep baru seperti model lima langkah 
pengakuan pendapatan, metode ekuitas, dan pengujian penurunan nilai aset. Tantangan ini 
diperparah ketika laporan keuangan sebelumnya hanya disusun untuk kepentingan pajak, 
bukan sebagai alat pengambilan keputusan. 
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4. Tantangan Biaya Implementasi 
Bagi entitas skala kecil hingga menengah, perubahan ini sering kali dipersepsikan sebagai 
beban tambahan. Meski manfaat jangka panjang dari adopsi standar ini diakui, entitas tetap 
harus melakukan kalkulasi yang cermat agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi manfaat 
yang diperoleh. Beban biaya tersebut tidak hanya bersifat langsung, seperti pelatihan dan 
pengadaan software, tetapi juga mencakup potensi biaya tidak langsung berupa denda dan 
sanksi jika laporan keuangan tidak sesuai standar.  

Strategi penyesuaian yang dilakukan atau direncanakan 
Sebagai tanggapan atas berbagai tantangan dalam penerapan SAK EP, entitas privat telah 

mulai mengadopsi strategi penyesuaian yang adaptif dan terstruktur, mencakup pelatihan teknis, 
pembaruan kebijakan akuntansi, serta revisi sistem pelaporan keuangan. Pelatihan internal yang 
berkelanjutan menjadi strategi utama, seperti yang dilakukan oleh BPR Syariah melalui workshop 
dan sosialisasi untuk membekali staf akuntansi menghadapi perubahan. Penyusunan checklist 
pengungkapan serta peninjauan ulang format laporan dan kebijakan akuntansi juga diterapkan 
guna memastikan seluruh aspek baru SAK EP seperti pajak tangguhan, cadangan kerugian, dan 
penurunan nilai aset terakomodasi secara tepat. Dari sisi akademisi, pembelajaran berbasis studi 
kasus dan simulasi praktis menjadi metode unggulan untuk membangun pemahaman substantif 
terhadap konsep-konsep akuntansi baru.  
Rekomendasi penyesuaian kebijakan laporan keuangan dan perpajakan 

Untuk menyelaraskan penerapan SAK EP dengan ketentuan perpajakan, perusahaan perlu 
melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. Pertama, pendapatan diterima di muka harus dicatat 
dan diakui berdasarkan model lima langkah SAK EP, serta didokumentasikan dengan baik untuk 
kepentingan pemeriksaan pajak, mengingat potensi perbedaan waktu pengakuan antara komersial 
dan fiskal. Kedua, perusahaan perlu memisahkan pencatatan cadangan kerugian piutang 
berdasarkan pendekatan expected credit loss (ECL) secara akuntansi dengan cadangan fiskal yang 
hanya diakui atas piutang yang benar-benar tidak tertagih. Ketiga, kebijakan terkait imbalan 
pascakerja harus disesuaikan, karena hanya pembayaran aktual atau penyisihan ke dana pensiun 
resmi yang diperbolehkan secara fiskal, sementara pengakuan akuntansi atas estimasi beban perlu 
direkonsiliasi. Keempat, rugi penurunan nilai aset tetap yang diakui secara akuntansi tidak 
diperkenankan secara fiskal, sehingga perlu dikoreksi dalam rekonsiliasi pajak. Kelima, 
amortisasi diskonto atas utang jangka panjang tanpa bunga harus dihitung menggunakan suku 
bunga efektif sesuai SAK EP, namun tidak diakui fiskal karena tidak mencerminkan pembayaran 
riil. Keenam, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mencatat aset atau liabilitas pajak tangguhan 
atas perbedaan temporer antara laporan komersial dan fiskal sesuai Bab 29 SAK EP. Terakhir, 
perusahaan disarankan menyusun SOP dan pedoman internal yang mengintegrasikan prinsip 
akuntansi dan aturan pajak, serta mendorong koordinasi erat antara fungsi keuangan dan 
perpajakan agar proses audit dan pemeriksaan berjalan lancar. 
 
KESIMPULAN 

Perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP memberikan dampak signifikan terhadap 
penyajian laporan keuangan entitas privat. SAK EP mengusung pendekatan yang lebih berbasis 
akrual, penilaian nilai wajar, serta pengungkapan yang lebih komprehensif, seperti kewajiban 
imbalan pascakerja, pajak tangguhan, dan pengakuan pendapatan berbasis lima langkah. Simulasi 
konversi menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak hanya mengubah struktur laporan keuangan, 
tetapi juga menghasilkan selisih dalam laba komersial serta nilai aset dan liabilitas. Dari sisi 
perpajakan, meskipun penghitungan pajak di Indonesia tetap berpatokan pada aturan fiskal, 
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perbedaan perlakuan antara SAK ETAP dan SAK EP memunculkan potensi koreksi fiskal, baik 
yang bersifat temporer maupun permanen. Hal ini dapat menciptakan aset atau liabilitas pajak 
tangguhan, terutama pada pos-pos seperti cadangan kerugian piutang (CKPN), imbalan 
pascakerja, serta pendapatan diterima di muka. Dalam implementasinya, entitas menghadapi 
sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap konsep SAK EP, kekurangan SDM 
yang kompeten, serta kurangnya kesiapan sistem dan data. Tantangan ini lebih terasa pada 
koperasi atau entitas kecil yang belum memiliki infrastruktur akuntansi yang memadai. Untuk 
mengatasi hal tersebut, berbagai strategi diterapkan, seperti pelatihan internal, evaluasi ulang 
kebijakan akuntansi, penyusunan checklist pengungkapan, dan koordinasi dengan otoritas seperti 
OJK atau dinas koperasi. Berdasarkan hasil integrasi simulasi dan wawancara, disarankan agar 
entitas melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi dan perpajakan, terutama terkait pengakuan 
pendapatan, CKPN, aset tetap, imbalan pascakerja, dan pajak tangguhan. Penyesuaian ini 
mencakup revisi metode pencatatan, penyelarasan antara komersial dan fiskal, serta peningkatan 
literasi akuntansi-pajak secara menyeluruh.  
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